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Abstrak 

 
Hukum adat seringkali dipandang sebagai anomali, tidak sejalan dengan tuntutan zaman modern 
yang mengedepankan efisiensi dan uniformitas. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa 
Hukum adat, dengan filosofi keseimbangan dan keberlanjutannya, justru menyimpan kunci untuk 
mengatasi berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat modern .Penelitian 
kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, 
dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa sistem penyelesaian sengketa berbasis adat masih memiliki potensi besar dalam menjaga 
harmoni sosial dan memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat. 
 

Kata Kunci : Hukum Adat, Masyarakat Pedesaan, Hukum Nasional,  Sengketa Masyarakat. 

 
Abstract 

 
Customary law is often seen as an anomaly, not in line with the demands of the modern era that 
prioritizes efficiency and uniformity. The purpose of this study is to show that customary law, with 
its philosophy of balance and sustainability, actually holds the key to overcoming various 
contemporary problems faced by modern society. Qualitative research uses a descriptive approach 
to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research 
was conducted. The results of this study indicate that the customary-based dispute resolution 
system still has great potential in maintaining social harmony and providing better access to justice 
for the community. 
 

Keywords : Customary Law, Rural Communities, National Law, Community Disputes. 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia, negeri seribu pulau dengan keragaman budaya yang memukau, sejak lama 
dikenal sebagai tempat di mana tradisi dan modernitas berjalan beriringan. Di tengah lanskap 
sosial yang terus berubah, hukum adat - warisan leluhur yang telah mengakar selama berabad-
abad - kini menghadapi tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejarah 
panjang Indonesia telah melahirkan mozaik hukum adat yang kaya dan beragam. Dari Sabang 
sampai Merauke, setiap komunitas adat memiliki sistem norma dan nilai yang unik, mencerminkan 
kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu. Hukum adat ini bukan sekadar aturan tertulis, melainkan 
panduan hidup yang mewujud dalam ritual, tradisi, dan praktik sehari-hari masyarakat. Namun, 
gelombang modernisasi yang melanda Indonesia sejak era kemerdekaan telah membawa 
perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah 
pedesaan. Industrialisasi, urbanisasi, dan revolusi digital telah mengubah lanskap pedesaan 
Indonesia secara dramatis. Desa-desa yang dulunya terisolasi kini terhubung dengan dunia luar 
melalui jalan raya dan internet, membuka pintu bagi masuknya ide-ide dan gaya hidup baru.  

Di tengah perubahan ini, hukum adat seringkali dipandang sebagai anomali, tidak sejalan 
dengan tuntutan zaman modern yang mengedepankan efisiensi dan uniformitas. Sistem hukum 
nasional, yang sebagian besar diwarisi dari masa kolonial dan diperkuat oleh kebijakan 
penyeragaman di era Orde Baru, seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang 
beragam dan kontekstual. Namun, di balik benturan ini, tersembunyi potensi besar yang belum 
sepenuhnya digali. Hukum adat, dengan filosofi keseimbangan dan keberlanjutannya, mungkin 
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justru menyimpan kunci untuk mengatasi berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi oleh 
masyarakat modern. Dari manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan hingga resolusi 
konflik yang lebih humanis, kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat menawarkan 
perspektif alternatif yang layak dipertimbangkan. Oleh karena itu, studi tentang interaksi antara 
hukum adat dan modernisasi di pedesaan Indonesia menjadi sangat penting. Bagaimana hukum 
adat beradaptasi dengan realitas baru? Apa tantangan dan peluang yang muncul dari pertemuan 
antara tradisi dan modernitas? Bagaimana kita dapat memadukan yang terbaik dari kedua dunia 
untuk menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan? Pertanyaan-
pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang penulisan buku ini. Dengan mengeksplorasi 
dinamika kompleks antara hukum adat dan modernisasi di pedesaan Indonesia, kita berharap 
dapat memberikan kontribusi berharga bagi diskusi tentang masa depan hukum adat dan 
perannya dalam pembangunan nasional. 
 
METODE  

Dalam upaya untuk memahami kompleksitas interaksi antara hukum adat dan modernisasi 
di pedesaan Indonesia, kami menerapkan pendekatan metodologis yang multidisipliner dan 
komprehensif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan buku ini mencakup 
berbagai metode pengumpulan dan analisis data, yang dirancang untuk memberikan pemahaman 
yang mendalam dan nuansa tentang topik yang dibahas. 
1. Studi Literatur Ekstensif 

Kami melakukan tinjauan literatur yang luas, mencakup sumber-sumber akademik, laporan 
pemerintah, publikasi LSM, dan artikel media. Ini termasuk karya-karya klasik tentang hukum 
adat Indonesia, serta penelitian terbaru di bidang antropologi hukum, sosiologi pedesaan, dan 
studi pembangunan. Studi literatur ini memberikan fondasi teoretis yang kuat dan membantu 
kami mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. 

2. Penelitian Lapangan 
Untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang realitas di lapangan, kami melakukan 
penelitian lapangan di berbagai komunitas adat di seluruh Indonesia. Ini mencakup: 
a. Observasi Partisipan: Tim peneliti tinggal di komunitas adat selama periode tertentu, 

mengamati dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami bagaimana 
hukum adat dipraktikkan dan bagaimana ia berinteraksi dengan elemen-elemen 
modernitas. 

b. Wawancara Mendalam: Kami melakukan wawancara dengan berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk pemimpin adat, anggota masyarakat, pejabat pemerintah lokal, 
aktivis LSM, dan akademisi lokal. Wawancara ini memberikan perspektif beragam tentang 
tantangan dan peluang yang dihadapi hukum adat. 

c. Focus Group Discussions (FGD): FGD diadakan untuk mengeksplorasi tema-tema spesifik 
seperti resolusi konflik berbasis adat, pengelolaan sumber daya alam, dan transmisi 
pengetahuan adat kepada generasi muda. 

3. Analisis Kebijakan 
Kami melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
yang relevan dengan hukum adat dan pembangunan pedesaan. Ini mencakup tinjauan 
terhadap undang-undang nasional, peraturan daerah, dan kebijakan pembangunan yang 
berdampak pada masyarakat adat. 

4. Studi Kasus Komparatif 
Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, kami melakukan studi kasus komparatif, 
membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara lain yang menghadapi tantangan 
serupa dalam memadukan hukum adat dengan modernisasi. 

5. Analisis Data Kuantitatif 
Meskipun fokus utama penelitian ini adalah kualitatif, kami juga mengintegrasikan analisis data 
kuantitatif untuk memberikan konteks statistik. Ini mencakup analisis tren demografis, data 
ekonomi, dan statistik lain yang relevan dengan pembangunan pedesaan dan masyarakat 
adat. 
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6. Pendekatan Partisipatoris 
Kami mengadopsi pendekatan partisipatoris dalam penelitian ini, melibatkan komunitas adat 
tidak hanya sebagai subjek penelitian tetapi juga sebagai mitra dalam proses penelitian. Ini 
termasuk mengadakan lokakarya di mana temuan awal didiskusikan dan divalidasi oleh 
komunitas. 

7. Analisis Interdisipliner 
Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan kerangka interdisipliner yang 
menggabungkan perspektif dari antropologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan studi 
pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memahami isu-isu dari berbagai 
sudut pandang. 

8. Etika Penelitian 
Mengingat sensitivitas topik dan kerentanan banyak komunitas adat, kami menerapkan 
protokol etika penelitian yang ketat. Ini mencakup mendapatkan persetujuan yang 
diinformasikan dari semua partisipan, menjaga kerahasiaan sumber, dan memastikan bahwa 
penelitian tidak merugikan komunitas yang diteliti. 

9. Validasi dan Peer Review 
Draft temuan penelitian divalidasi melalui serangkaian seminar dan diskusi dengan para ahli di 
bidang hukum adat dan pembangunan pedesaan. Buku ini juga melalui proses peer review 
yang ketat untuk memastikan akurasi dan kualitas akademiknya. 

Melalui metodologi yang komprehensif dan multifaset ini, peneliti berupaya untuk 
memberikan analisis yang mendalam, nuansa, dan berimbang tentang kompleksitas interaksi 
antara hukum adat dan modernisasi di pedesaan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan 
peneliti untuk menangkap baik perspektif makro maupun mikro, memberikan wawasan yang kaya 
tentang tantangan dan peluang yang dihadapi hukum adat di era modern. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi hukum adat di era modern adalah konflik 
yang terjadi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional Indonesia. Konflik ini muncul 
dari perbedaan fundamental dalam konsep, prinsip, dan implementasi antara kedua sistem hukum 
tersebut. 
1. Sumber Legitimasi: 

a. Hukum Adat: Bersumber dari tradisi, kepercayaan, dan praktik yang telah berlangsung 
lama dalam masyarakat. 

b. Hukum Nasional: Berasal dari legislasi formal yang dibuat oleh lembaga negara. 
Konflik muncul ketika legitimasi hukum adat tidak diakui sepenuhnya oleh sistem hukum 
nasional. 

2. Konsep Kepemilikan Tanah: 
a. Hukum Adat: Mengenal konsep kepemilikan komunal dan hak ulayat. 
b. Hukum Nasional: Cenderung mengakui kepemilikan individual dan kepemilikan negara. 
Konflik sering terjadi dalam kasus-kasus sengketa tanah, terutama ketika tanah adat diambil 
alih untuk proyek pembangunan atau konsesi bisnis. 

3. Penyelesaian Sengketa: 
a. Hukum Adat: Menekankan pada musyawarah, restorasi keseimbangan sosial, dan 

rekonsiliasi. 
b. Hukum Nasional: Berfokus pada penentuan pihak yang benar dan salah, serta pemberian 

sanksi. 
Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan ketika kasus-kasus yang biasanya 
diselesaikan melalui mekanisme adat dibawa ke pengadilan formal. 

4. Konsep Keadilan: 
a. Hukum Adat: Keadilan dipahami dalam konteks harmoni sosial dan keseimbangan kosmis. 
b. Hukum Nasional: Keadilan didasarkan pada interpretasi literal terhadap aturan tertulis. 
Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus-kasus tertentu. 

5. Fleksibilitas vs. Kepastian Hukum: 
a. Hukum Adat: Bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks spesifik. 
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b. Hukum Nasional: Menekankan pada kepastian hukum dan penerapan yang seragam. 
Konflik muncul ketika fleksibilitas hukum adat dianggap menciptakan ketidakpastian hukum. 

6. Hak-hak Komunal vs. Hak Individual: 
a. Hukum Adat: Menekankan pada hak-hak dan kewajiban komunal. 
b. Hukum Nasional: Lebih berfokus pada hak-hak individual. 
Konflik terjadi dalam kasus-kasus di mana kepentingan komunal berbenturan dengan hak-hak 
individual yang dilindungi oleh konstitusi. 

7. Pengakuan terhadap Praktik Adat: 
Beberapa praktik adat mungkin dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional 
atau standar hak asasi manusia internasional, contohnya, beberapa bentuk hukuman adat 
mungkin dianggap melanggar hak asasi manusia. 

8. Yurisdiksi: 
Sering terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara lembaga adat dan lembaga penegak hukum 
formal dalam menangani kasus-kasus tertentu. 

9. Pluralisme Hukum: 
Meskipun Indonesia secara teoretis mengakui pluralisme hukum, dalam praktiknya sering 
terjadi dominasi hukum nasional atas hukum adat. 

10. Interpretasi dan Implementasi: 
Perbedaan interpretasi terhadap undang-undang yang mengakui hukum adat dapat 
menyebabkan konflik dalam implementasinya. 

 
Pendekatan Holistik Dan Sensitif Terhadap Konteks Lokal Sebagai Upaya Penyelesaian 
Konflik.  

Konflik antara hukum adat dan hukum nasional merupakan tantangan kompleks yang 
memerlukan pendekatan holistik dan sensitif terhadap konteks lokal. Upaya untuk menyelesaikan 
konflik ini harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga identitas kultural dan kearifan lokal, 
sambil tetap memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara. 
Pendekatan yang seimbang dan inklusif diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang benar-
benar mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia, melalui upaya 
penyelesaian sebagai berikut : 
1. Harmonisasi Hukum: 

Mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke 
dalam sistem hukum nasional. 

2. Pengakuan Formal: 
Memberikan pengakuan formal terhadap lembaga adat dan mekanisme penyelesaian 
sengketa adat. 

3. Pendidikan dan Pelatihan: 
Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah tentang hukum 
adat. 

4. Dialog Multistakeholder: 
Memfasilitasi dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan akademisi untuk mencari solusi 
atas konflik-konflik yang ada. 

5. Revisi Peraturan: 
Meninjau dan merevisi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip hukum adat. 

6. Penguatan Kapasitas: 
Memperkuat kapasitas lembaga adat untuk berinteraksi dengan sistem hukum formal. 

 

Adanya Erosi Nilai-nilai Adat akibat Globalisasi 
Globalisasi, sebagai fenomena yang mencakup integrasi ekonomi, teknologi, sosial, dan 

budaya lintas batas negara, telah membawa dampak signifikan terhadap nilai-nilai adat di 
pedesaan Indonesia. Proses ini telah mengakibatkan erosi bertahap pada beberapa aspek hukum 
dan nilai adat. Berikut adalah analisis mendalam tentang fenomena ini: 
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1. Pergeseran Paradigma Nilai: 
a. Dari Komunalisme ke Individualisme: Nilai-nilai kolektif yang menjadi inti dari banyak 

hukum adat mulai tergantikan oleh orientasi individualistis. 
b. Materialisme: Peningkatan fokus pada kepemilikan materi sebagai simbol status, 

menggantikan nilai-nilai tradisional seperti kebijaksanaan atau kontribusi komunal. 
2. Perubahan Struktur Sosial: 

a. Melemahnya Hierarki Tradisional: Otoritas pemimpin adat mulai dipertanyakan, terutama 
oleh generasi muda yang terpapar ide-ide global. 

b. Transformasi Peran Gender: Nilai-nilai global tentang kesetaraan gender berdampak pada 
peran tradisional pria dan wanita dalam masyarakat adat. 

3. Erosi Bahasa dan Pengetahuan Lokal: 
a. Dominasi Bahasa Nasional dan Internasional: Penggunaan bahasa daerah yang sering 

menjadi medium transmisi hukum adat mulai berkurang. 
b. Hilangnya Pengetahuan Tradisional: Kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat 

terancam punah karena kurangnya transmisi antargenerasi. 
4. Perubahan Pola Ekonomi: 

a. Dari Ekonomi Subsisten ke Ekonomi Pasar: Prinsip-prinsip ekonomi adat yang berbasis 
pada kebutuhan dan keberlanjutan tergantikan oleh logika pasar dan akumulasi kapital. 

b. Komersialisasi Budaya: Ritual dan praktik adat kadang dikomodifikasi untuk kepentingan 
pariwisata, mengurangi makna spiritualnya. 

5. Transformasi Konsep Kepemilikan: 
a. Individualisasi Tanah: Konsep kepemilikan komunal tanah yang sering menjadi basis 

hukum adat mulai tergantikan oleh kepemilikan pribadi. 
b. Komersialisasi Sumber Daya Alam: Sumber daya yang dulunya dikelola bersama kini 

dilihat sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. 
6. Perubahan Sistem Penyelesaian Konflik: 

a. Preferensi terhadap Sistem Formal: Mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat mulai 
ditinggalkan untuk sistem peradilan formal. 

b. Hilangnya Praktik Rekonsiliasi: Fokus pada hukuman dalam sistem formal menggantikan 
prinsip restorasi harmoni sosial dalam hukum adat. 

7. Transformasi Ritual dan Praktik Keagamaan: 
a. Sekularisasi: Aspek spiritual dalam hukum adat mulai berkurang akibat pandangan dunia 

yang lebih sekuler. 
b. Sinkretisme: Percampuran antara praktik adat dengan agama-agama besar dunia, kadang 

mengubah esensi ritual adat. 
8. Pergeseran Konsep Waktu dan Ruang: 

a. Akselerasi Waktu: Ritme kehidupan modern yang cepat bertentangan dengan konsep 
waktu siklikal dalam banyak tradisi adat. 

b. Deteritorialisasi: Konsep ruang sakral dalam hukum adat terancam oleh pembangunan dan 
mobilitas penduduk. 

9. Perubahan Sistem Pendidikan: 
a. Dominasi Pendidikan Formal: Sistem pendidikan modern menggantikan peran pendidikan 

tradisional dalam transmisi nilai-nilai adat. 
b. Kurikulum Standar: Pengetahuan lokal sering tidak terakomodasi dalam kurikulum 

nasional. 
10. Pengaruh Media dan Teknologi: 

a. Paparan Budaya Global: Media massa dan internet membawa nilai-nilai dan gaya hidup 
baru yang sering bertentangan dengan norma adat. 

b. Perubahan Pola Komunikasi: Teknologi digital mengubah pola interaksi sosial, mengurangi 
ruang untuk praktik komunikasi tradisional. 
Erosi nilai-nilai adat akibat globalisasi merupakan tantangan serius yang dihadapi 

masyarakat adat di Indonesia. Namun, fenomena ini tidak harus dilihat sebagai proses yang tak 
terelakkan atau selalu negatif. Dengan pendekatan yang tepat, masyarakat adat dapat menavigasi 
arus globalisasi sambil mempertahankan esensi identitas kultural mereka. Kuncinya adalah 
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menemukan keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan pelestarian nilai-nilai inti 
yang membentuk fondasi kehidupan komunal. Dengan demikian, hukum adat dapat tetap menjadi 
sumber kearifan dan panduan dalam menghadapi kompleksitas dunia modern, dengan strategi 
mitigasi, sebagai berikut : 
1. Revitalisasi Selektif: Mengidentifikasi dan memperkuat aspek-aspek hukum adat yang masih 

relevan dan bermanfaat. 
2. Adaptasi Kreatif: Mengadaptasi praktik adat agar lebih sesuai dengan konteks modern tanpa 

kehilangan esensinya. 
3. Pendidikan Kultural: Mengintegrasikan pengetahuan tentang hukum dan nilai adat ke dalam 

kurikulum pendidikan formal. 
4. Dokumentasi dan Digitalisasi: Memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan dan 

menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum adat. 
5. Dialog Intergenerasi: Memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara generasi tua dan muda 

tentang nilai-nilai adat. 
6. Pemberdayaan Komunitas: Memperkuat kapasitas masyarakat adat untuk mengelola 

perubahan secara mandiri. 
7. Kebijakan Perlindungan: Mengembangkan kebijakan yang melindungi hak-hak dan praktik-

praktik adat dari dampak negatif globalisasi. 

 
Strategi Untuk Menghadapi Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat. 

Penyelesaian sengketa berbasis adat telah lama menjadi bagian integral dari sistem hukum 
adat di Indonesia. Namun, di era modern, metode ini menghadapi berbagai tantangan. Berikut 
adalah analisis mendalam tentang tantangan-tantangan tersebut: 
1. Legitimasi dan Pengakuan Formal: 

a. Kurangnya pengakuan formal dari sistem hukum nasional terhadap keputusan yang diambil 
melalui mekanisme adat. 

b. Ketidakpastian hukum mengenai status putusan penyelesaian sengketa adat dalam sistem 
peradilan formal. 

2. Konflik dengan Prinsip Hak Asasi Manusia: 
a. Beberapa praktik penyelesaian sengketa adat mungkin dianggap bertentangan dengan 

standar HAM internasional. 
b. Tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai komunal dengan hak-hak individual yang 

dilindungi konstitusi. 
3. Erosi Otoritas Pemimpin Adat: 

a. Menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan dan integritas pemimpin adat, terutama di 
kalangan generasi muda. 

b. Kompetisi dengan otoritas formal seperti aparat penegak hukum dan pemerintah lokal. 
4. Kompleksitas Sengketa Modern: 

a. Munculnya jenis sengketa baru yang tidak dikenal dalam hukum adat tradisional, seperti 
sengketa hak kekayaan intelektual atau konflik lingkungan skala besar. 

b. Keterbatasan hukum adat dalam menangani sengketa yang melibatkan pihak luar 
komunitas atau perusahaan multinasional. 

5. Standarisasi dan Dokumentasi: 
a. Tantangan dalam mendokumentasikan dan standardisasi prosedur penyelesaian sengketa 

adat yang seringkali bersifat lisan dan fleksibel. 
b. Risiko kaku dan kehilangan fleksibilitas jika terlalu diformalkan. 

6. Perbedaan Interpretasi: 
a. Variasi interpretasi hukum adat antar generasi atau antar kelompok dalam komunitas yang 

sama. 
b. Kesulitan dalam mencapai konsensus tentang aplikasi hukum adat dalam konteks modern. 

7. Keterbatasan Yurisdiksi: 
a. Ketidakjelasan batas-batas yurisdiksi antara sistem penyelesaian sengketa adat dan sistem 

peradilan formal. 
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b. Tantangan dalam menentukan kasus mana yang sebaiknya diselesaikan melalui 
mekanisme adat dan mana yang harus melalui sistem formal. 

8. Kurangnya Sumber Daya: 
a. Keterbatasan sumber daya finansial dan teknis untuk menjalankan sistem penyelesaian 

sengketa adat secara efektif. 
b. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi mediator atau hakim adat. 

9. Resistensi dari Sistem Formal: 
a. Keengganan dari beberapa pihak dalam sistem peradilan formal untuk mengakui dan 

berkolaborasi dengan sistem penyelesaian sengketa adat. 
b. Persepsi bahwa sistem adat kurang profesional atau tidak sesuai dengan standar modern. 

10. Urbanisasi dan Migrasi: 
a. Perpindahan penduduk ke daerah urban mengakibatkan hilangnya kontak dengan sistem 

penyelesaian sengketa adat. 
b. Tantangan dalam menerapkan hukum adat di lingkungan urban yang heterogen. 

11. Teknologi dan Globalisasi: 
a. Kesulitan dalam mengadaptasi metode penyelesaian sengketa adat dengan 

perkembangan teknologi dan isu-isu global. 
b. Tantangan dalam mempertahankan relevansi sistem adat di era digital. 

12. Kesetaraan Gender: 
a. Kritik terhadap beberapa praktik penyelesaian sengketa adat yang dianggap bias gender. 
b. Kebutuhan untuk mengadaptasi sistem agar lebih inklusif dan setara gender. 

Menghadapi tantangan dalam modernisasi di pedesaan Indonesia, terutama dalam hal 
penyelesaian sengketa, memerlukan strategi yang komprehensif dan adaptif. Proses ini harus 
melibatkan integrasi antara sistem adat yang telah lama ada dan sistem formal yang lebih modern. 
Berikut adalah pengembangan dari strategi-strategi untuk menghadapi tantangan tersebut yang 
direkomendasikan sebagai berikut : 
1. Integrasi Selektif: Mengintegrasikan Elemen-Elemen Positif dari Sistem Penyelesaian 

Sengketa Adat ke dalam Sistem Formal. 
Integrasi selektif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggabungkan 

elemen-elemen positif dari sistem penyelesaian sengketa adat ke dalam sistem formal, tanpa 
menghilangkan karakteristik unik dari masing-masing sistem. Sistem adat sering kali memiliki 
kelebihan dalam hal kedekatan dengan komunitas, kecepatan penyelesaian sengketa, dan 
biaya yang lebih rendah. Elemen-elemen ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem formal untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa. 

Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa tanah atau hak atas sumber 
daya alam, sistem adat sering kali memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah dan 
konteks lokal. Integrasi selektif bisa dilakukan dengan mengizinkan pemimpin adat untuk 
memberikan rekomendasi atau menjadi bagian dari panel mediator dalam proses penyelesaian 
sengketa formal. Dengan cara ini, sistem formal dapat memanfaatkan pengetahuan lokal yang 
dimiliki oleh pemimpin adat sambil tetap menjaga kerangka hukum yang berlaku. 

2. Peningkatan Kapasitas: Memberikan Pelatihan dan Dukungan kepada Pemimpin Adat dan 
Mediator dalam Menangani Sengketa Kompleks 

Peningkatan kapasitas sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin adat dan 
mediator memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani sengketa 
yang semakin kompleks. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan yang dirancang untuk 
mengajarkan teknik mediasi modern, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan cara-cara untuk 
menangani konflik yang melibatkan berbagai kepentingan dan pihak. 

Selain pelatihan, dukungan berkelanjutan juga penting. Ini bisa dalam bentuk akses 
terhadap sumber daya hukum, jaringan dengan mediator lain, dan konsultasi dengan ahli 
hukum atau sosiolog yang dapat membantu dalam memahami dan menyelesaikan sengketa. 
Dengan peningkatan kapasitas ini, pemimpin adat dan mediator akan lebih siap menghadapi 
tantangan yang muncul seiring dengan modernisasi dan globalisasi. 
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3. Kodifikasi Adaptif: Mendokumentasikan Prinsip-Prinsip Utama Penyelesaian Sengketa Adat 
Sambil Mempertahankan Fleksibilitasnya 

Kodifikasi adaptif melibatkan pendokumentasian prinsip-prinsip utama yang digunakan 
dalam penyelesaian sengketa adat. Namun, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar 
tidak menghilangkan fleksibilitas yang menjadi ciri khas sistem adat. Kodifikasi ini bertujuan 
untuk memberikan pedoman yang jelas bagi penyelesaian sengketa, sambil tetap 
memungkinkan adanya adaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. 

Prinsip-prinsip yang didokumentasikan bisa mencakup nilai-nilai dasar seperti keadilan 
restoratif, pemulihan hubungan, dan penyelesaian sengketa secara damai. Kodifikasi ini dapat 
membantu mengurangi inkonsistensi dalam penerapan hukum adat dan memberikan landasan 
yang lebih kuat untuk integrasi dengan sistem formal. Namun, penting untuk memastikan 
bahwa kodifikasi ini tidak kaku dan tetap membuka ruang untuk adaptasi dan penyesuaian 
sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. 

4. Dialog Multistakeholder: Memfasilitasi Dialog antara Komunitas Adat, Pemerintah, dan Sistem 
Peradilan Formal 

Dialog multistakeholder adalah kunci untuk menciptakan sinergi antara berbagai sistem 
penyelesaian sengketa yang ada. Dialog ini melibatkan komunitas adat, pemerintah, dan 
perwakilan dari sistem peradilan formal, serta mungkin juga melibatkan organisasi masyarakat 
sipil dan akademisi. Tujuan dari dialog ini adalah untuk membangun pemahaman bersama, 
mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. 

Dalam dialog ini, penting untuk menciptakan ruang di mana semua pihak merasa 
didengar dan dihargai. Komunitas adat, misalnya, harus diberi kesempatan untuk menjelaskan 
bagaimana sistem mereka bekerja dan mengapa itu penting bagi mereka. Di sisi lain, 
perwakilan dari sistem formal dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip 
hukum nasional dan internasional dapat diterapkan dalam konteks adat. Melalui dialog ini, 
diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang lebih harmonis dan inklusif untuk penyelesaian 
sengketa. 

5. Reformasi Hukum: Mengembangkan Kerangka Hukum yang Mengakui dan Mengatur Interaksi 
antara Sistem Penyelesaian Sengketa Adat dan Formal 

Reformasi hukum diperlukan untuk menciptakan kerangka yang mengakui dan 
mengatur interaksi antara sistem penyelesaian sengketa adat dan formal. Kerangka hukum ini 
harus dirancang sedemikian rupa sehingga menghormati hak-hak komunitas adat sambil 
memastikan bahwa semua penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 
nasional dan internasional. 

Reformasi ini mungkin melibatkan revisi undang-undang yang ada, atau bahkan 
pembentukan undang-undang baru yang secara khusus mengatur hubungan antara sistem 
adat dan formal. Misalnya, hukum baru bisa memperkenalkan mekanisme mediasi yang 
menggabungkan unsur-unsur adat dan formal, atau memberikan pengakuan hukum terhadap 
keputusan yang diambil oleh pengadilan adat, asalkan memenuhi standar tertentu. 

6. Pendidikan Publik: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Nilai dan Relevansi Sistem 
Penyelesaian Sengketa Adat. 

Pendidikan publik adalah komponen penting dalam strategi untuk mengatasi tantangan 
modernisasi dalam sistem penyelesaian sengketa. Dengan meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang nilai dan relevansi sistem penyelesaian sengketa adat, dapat tercipta 
dukungan yang lebih besar untuk integrasi dan pengembangan sistem ini. 

Kampanye pendidikan bisa dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa, 
sekolah, dan kegiatan komunitas. Konten pendidikan harus mencakup sejarah dan prinsip-
prinsip penyelesaian sengketa adat, contoh-contoh keberhasilan, serta manfaat yang bisa 
diperoleh dari menggabungkan sistem adat dengan sistem formal. Pendidikan ini juga harus 
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi dalam menghadapi 
tantangan modern. 
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7. Inovasi Teknologi: Mengintegrasikan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas 
Sistem Penyelesaian Sengketa Adat 

Inovasi teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan 
aksesibilitas sistem penyelesaian sengketa adat. Teknologi informasi, misalnya, bisa 
digunakan untuk mendokumentasikan kasus-kasus penyelesaian sengketa, menyimpan data 
secara digital, dan menyediakan platform daring untuk mediasi atau arbitrase. 

Penggunaan teknologi juga dapat membantu mengatasi kendala geografis, terutama di 
daerah-daerah terpencil. Dengan platform daring, masyarakat desa dapat mengakses layanan 
penyelesaian sengketa tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Selain itu, teknologi juga 
dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan jarak jauh bagi pemimpin adat dan mediator, 
serta untuk memfasilitasi dialog multistakeholder secara virtual. 

8. Pendekatan Berbasis Hak: Memastikan bahwa Praktik Penyelesaian Sengketa Adat Sejalan 
dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 

Pendekatan berbasis hak adalah strategi yang memastikan bahwa semua praktik 
penyelesaian sengketa adat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini penting 
untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sengketa dihormati dan 
dilindungi, termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. 

Pendekatan ini bisa melibatkan pelatihan bagi pemimpin adat dan mediator tentang hak 
asasi manusia, serta pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyelesaian sengketa untuk 
memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak yang terjadi. Selain itu, pendekatan ini juga 
harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa 
memiliki dan terlibat dalam sistem penyelesaian sengketa yang ada. 

 
SIMPULAN 
1. Dengan mengadopsi strategi-strategi tersebut diatas, tantangan dalam mengintegrasikan 

sistem penyelesaian sengketa adat dan formal di pedesaan Indonesia dapat diatasi dengan 
cara yang menghormati tradisi lokal sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan hak 
asasi manusia. Ini akan menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap 
perubahan zaman, yang pada akhirnya akan memperkuat kohesi sosial dan stabilitas di 
masyarakat pedesaan. 

2. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem penyelesaian sengketa berbasis adat masih 
memiliki potensi besar dalam menjaga harmoni sosial dan memberikan akses keadilan yang 
lebih baik bagi masyarakat. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara 
mempertahankan esensi dan nilai-nilai tradisional dengan adaptasi terhadap tuntutan dan 
standar modern. Dengan pendekatan yang tepat, sistem penyelesaian sengketa adat dapat 
menjadi komplemen yang berharga bagi sistem peradilan formal, menciptakan landscape 
hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam masyarakat Indonesia. 
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